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ABSTRACT  

Penguatan tata kelola sekolah yang partisipatif merupakan salah 
satu strategi penting dalam meningkatkan mutu layanan 
pendidikan dan mewujudkan sekolah yang berkelanjutan. Namun, 
implementasi tata kelola di sekolah mitra masih menghadapi 
kendala berupa rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan, 
terbatasnya kapasitas manajerial, serta belum terbangunnya 
kemitraan yang sistematis antara sekolah, komite sekolah, orang 
tua, pemerintah desa, dan masyarakat. Program pengabdian ini 
bertujuan meningkatkan kapasitas tata kelola sekolah melalui 
pendampingan manajemen pendidikan berbasis partisipasi 
komunitas. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan 
Asset-Based Community Development (ABCD) yang dipadukan 
dengan model Participatory School Governance (PSG). Tahapan 
kegiatan meliputi analisis kebutuhan, penyusunan modul 
pendampingan, workshop penguatan tata kelola, pendampingan 
penyusunan dokumen, simulasi pengambilan keputusan 
partisipatif, serta monitoring dan evaluasi. Program melibatkan 25 
peserta yang mewakili unsur strategis sekolah dan masyarakat. 
Hasil pengabdian menunjukkan tersusunnya dokumen tata kelola 
sekolah secara partisipatif, meliputi pembaruan Rencana Kerja 
Sekolah (RKS), penyusunan SOP tata kelola, mekanisme koordinasi 
dengan komite sekolah, serta sistem monitoring internal. Selain itu, 
terbentuk forum komunikasi antara sekolah dan pemangku 
kepentingan yang memperkuat kolaborasi, transparansi, 
akuntabilitas, dan keberlanjutan program sekolah. Model 
pendampingan PSG yang diterapkan berpotensi menjadi praktik 
baik dalam penguatan tata kelola sekolah berbasis partisipasi 
komunitas untuk mendukung peningkatan mutu layanan 
pendidikan secara berkelanjutan. 
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Pendahuluan  

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran, 

tetapi juga oleh tata kelola sekolah yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

Dalam paradigma manajemen pendidikan modern, sekolah dipandang sebagai organisasi 

pembelajar yang keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara kepala sekolah, 

guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk 

membangun budaya mutu serta memastikan keberlanjutan program pengembangan 

sekolah (Gauvin & Blouin, 2022; Zerika et al., 2022). Tata kelola yang kolaboratif 

memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif, memperkuat akuntabilitas, 

dan meningkatkan kapasitas sekolah dalam menghadapi perubahan serta tantangan 

pendidikan yang dinamis (Bowen et al., 2022; Labelle & St-Germain, 2021). Selain itu, 

pengalaman krisis pembelajaran menunjukkan bahwa tata kelola yang adaptif, didukung 

kemitraan komunitas dan kebijakan yang terintegrasi, menjadi prasyarat penting dalam 

menjaga kualitas layanan pendidikan dan mewujudkan sekolah yang berkelanjutan 

(Arapi et al., 2024; l’enfance & Mondiale, 2021). 

Mitra pengabdian merupakan sekolah yang memiliki komitmen kuat dalam 

meningkatkan mutu layanan pendidikan, namun implementasi tata kelola partisipatif 

masih menghadapi berbagai kendala. Perencanaan program sekolah masih didominasi 

oleh manajemen internal sehingga keterlibatan komite sekolah, orang tua, dan 

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program belum 

terintegrasi secara sistematis, padahal Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menekankan 

pentingnya otonomi yang disertai partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan 

(Lestariningtyas, 2024; Suryana, 2023). Akibatnya, dokumen perencanaan strategis 

belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil sekolah maupun aspirasi masyarakat, 

sedangkan fungsi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, 

dan mediator juga belum dimanfaatkan secara optimal (B, 2024; Kartika et al., 2023; 

Mahyudin & Lestari, 2021; Tujiyono, 2023). 

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki mekanisme 

kolaboratif yang sistematis dalam penyusunan program kerja dan pengambilan 

keputusan sehingga penerapan tata kelola partisipatif belum berlangsung secara optimal. 

Implementasi MBS masih terkendala oleh terbatasnya kapasitas manajerial tim 

pengembang sekolah, lemahnya koordinasi antarunsur sekolah, serta belum 

terbentuknya budaya kolaborasi yang berkelanjutan (Handoyo et al., 2021; Komara et al., 

2023; Rahmat & Wahyudin, 2021). Di sisi lain, keterlibatan masyarakat masih cenderung 

bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, maupun evaluasi program sekolah sehingga kontribusi komunitas terhadap 

peningkatan mutu pendidikan belum optimal (Syahmidi et al., 2023; Yanuardianto, 2021). 

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya sense of ownership masyarakat terhadap 

program sekolah, melemahnya sinergi antarpemangku kepentingan, serta menurunnya 

efektivitas pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan (Rochaendi et al., 2022; 

Susilawathi et al., 2021). 

Berbagai pelatihan manajemen sekolah yang telah diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun lembaga pendidikan selama ini umumnya masih berorientasi pada pemenuhan 

aspek administratif, seperti penyusunan dokumen akreditasi, pelaporan, dan 

administrasi sekolah, sehingga belum mampu membangun tata kelola kolaboratif 

berbasis partisipasi komunitas secara berkelanjutan. Padahal, berbagai kajian 

menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola lebih ditentukan oleh keterlibatan aktif 



Dharma Bakti: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Teknologi Tepat Guna  E-ISSN : 3089-9087 

   

 31 Vol 2 | Issue 2 | Agustus 2026 

 

seluruh pemangku kepentingan melalui dialog, kepercayaan, komitmen bersama, dan 

pengambilan keputusan kolaboratif (Nurhayati & Rahman, 2023; Rohman & Hamidah, 

2024). Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dunia 

usaha, dan media terbukti meningkatkan efektivitas implementasi program sekaligus 

memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan kebijakan (Christiani et al., 2022; Pujiyono, 

2022). Oleh karena itu, sekolah masih memerlukan model pendampingan yang mampu 

mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem tata kelola yang 

berkelanjutan (Efendi et al., 2023; M et al., 2024; Natika, 2024). 

Analisis situasi menunjukkan bahwa permasalahan mitra dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga aspek utama. Pertama, pada aspek tata kelola, sekolah belum memiliki sistem yang 

mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, padahal pendekatan partisipatif seperti 

Participatory Action Research (PAR) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) terbukti 

mampu memperkuat kolaborasi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah (Aruna et al., 

2024; Purnamasari et al., 2024; Rahman et al., 2024; Widyastuti et al., 2024). Kedua, pada 

aspek kapasitas manajerial, tim manajemen sekolah masih memerlukan penguatan 

kompetensi dalam perencanaan strategis, pengelolaan program berbasis data, 

kepemimpinan kolaboratif, serta pengembangan budaya mutu sekolah sebagai fondasi 

peningkatan kualitas layanan pendidikan (Hasanah, 2021; Iskandar et al., 2021; Rasidi et 

al., 2022; Sholeh, 2023). Ketiga, pada aspek kemitraan dan keberlanjutan, hubungan 

antara sekolah, komite sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat belum 

terbangun dalam sistem kolaborasi yang terstruktur sehingga keberlanjutan program 

sekolah masih bergantung pada inisiatif individu, padahal kemitraan formal lintas sektor 

terbukti mampu memperkuat efektivitas, dukungan sumber daya, dan keberlanjutan 

program pendidikan (Agustina, 2023; Ahmad Sultra Rustam & Erni Qomariyah, 2024; 

Azani et al., 2024; Ferianti et al., 2023; Missouri et al., 2022). 

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, program pengabdian ini bertujuan 

meningkatkan kapasitas tata kelola sekolah melalui pendampingan manajemen 

pendidikan berbasis partisipasi komunitas untuk mewujudkan sistem pengelolaan 

sekolah yang efektif, kolaboratif, akuntabel, dan berkelanjutan. Solusi IPTEKS yang 

ditawarkan berupa model Participatory School Governance, yaitu pendekatan 

pendampingan yang mengintegrasikan pelatihan, lokakarya, coaching, pendampingan 

penyusunan dokumen tata kelola, simulasi pengambilan keputusan partisipatif, 

monitoring implementasi, serta evaluasi bersama yang melibatkan kepala sekolah, guru, 

komite sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat. Melalui model tersebut 

diharapkan kapasitas kelembagaan sekolah semakin kuat, kualitas perencanaan berbasis 

data meningkat, kolaborasi antarpemangku kepentingan semakin intensif, budaya mutu 

berkembang secara berkelanjutan, serta tercipta sistem tata kelola sekolah yang mampu 

menjaga keberlangsungan program peningkatan mutu pendidikan secara konsisten. 

 

Metode Implementasi  

Program pengabdian dilaksanakan di sekolah mitra dengan melibatkan 25 peserta yang 

mewakili unsur-unsur strategis dalam tata kelola sekolah, terdiri atas kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua peserta didik, 

perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan 

tersebut dimaksudkan untuk membangun proses pengambilan keputusan yang inklusif 
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sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara 

berkelanjutan. 

Pendekatan yang digunakan adalah Asset-Based Community Development (ABCD) 

yang berorientasi pada pengembangan aset, potensi, dan sumber daya yang telah dimiliki 

sekolah beserta komunitasnya. Pendekatan ini dipadukan dengan model Participatory 

School Governance (PSG) sehingga seluruh pemangku kepentingan terlibat secara aktif 

sejak identifikasi kebutuhan, penyusunan solusi, implementasi program, hingga 

monitoring dan evaluasi. Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan proses 

pendampingan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada 

penguatan kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan tata kelola sekolah. 

Gambar 1 memperlihatkan kerangka pendekatan pengabdian yang mengintegrasikan 

prinsip ABCD dengan Participatory School Governance. 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) 

dan Participatory School Governance (PSG) 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui enam tahapan yang saling berkesinambungan 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Tahap pertama berupa analisis kebutuhan 

sekolah melalui observasi, diskusi kelompok (Focus Group Discussion), wawancara, serta 

telaah dokumen tata kelola sekolah untuk memperoleh peta permasalahan dan 

kebutuhan peningkatan kapasitas. Tahap kedua adalah penyusunan modul 

pendampingan yang mencakup materi mengenai tata kelola sekolah partisipatif, 

kepemimpinan kolaboratif, perencanaan strategis, monitoring dan evaluasi program, 

serta penguatan kemitraan sekolah dengan masyarakat. 

Tahap ketiga dilaksanakan melalui workshop penguatan tata kelola sekolah, yang 

membahas prinsip good school governance, kepemimpinan transformasional, 

pengambilan keputusan partisipatif, dan penyusunan program sekolah berbasis 

kebutuhan. Selanjutnya pada tahap keempat dilakukan pendampingan penyusunan 

dokumen tata kelola, meliputi penyusunan atau penyempurnaan Rencana Kerja Sekolah 

(RKS), program kerja tahunan, standar operasional prosedur (SOP) tata kelola sekolah, 

mekanisme koordinasi dengan komite sekolah, serta sistem monitoring internal. Tahap 

kelima berupa simulasi implementasi, yaitu pelaksanaan rapat partisipatif yang 

melibatkan seluruh unsur sekolah dan masyarakat untuk menentukan prioritas program 



Dharma Bakti: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Teknologi Tepat Guna  E-ISSN : 3089-9087 

   

 33 Vol 2 | Issue 2 | Agustus 2026 

 

sekolah sekaligus menguji mekanisme pengambilan keputusan secara kolaboratif. Tahap 

terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan untuk menilai tingkat 

partisipasi pemangku kepentingan, kualitas dokumen tata kelola yang dihasilkan, 

implementasi hasil pendampingan, serta tingkat kepuasan peserta terhadap keseluruhan 

program. 

 
Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian 

Data pengabdian dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen, yaitu lembar 

observasi implementasi tata kelola sekolah, rubrik penilaian dokumen RKS dan SOP, 

angket kepuasan peserta, pedoman wawancara bagi kepala sekolah dan komite sekolah, 

lembar evaluasi partisipasi peserta, dokumentasi kegiatan, serta notulen Focus Group 

Discussion (FGD). Kombinasi instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data 

secara komprehensif mengenai proses maupun hasil pelaksanaan pendampingan. 

Keberhasilan program ditentukan berdasarkan beberapa indikator, yaitu sedikitnya 80% 

peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, 75% peserta menunjukkan peningkatan 

pemahaman mengenai prinsip tata kelola sekolah partisipatif, tersusunnya dokumen RKS 

yang diperbarui secara partisipatif, tersusunnya SOP tata kelola sekolah berbasis 

kolaborasi, terbentuknya forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan 

masyarakat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan 

maupun pelaksanaan program sekolah. 

 

 

Diskusi dan Hasil  

3.1 Pelaksanaan Program Pendampingan Manajemen Pendidikan 

Program pengabdian dilaksanakan melalui enam tahapan yang dirancang secara 

sistematis menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang 

dipadukan dengan model Participatory School Governance (PSG). Kegiatan melibatkan 25 

peserta yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, 

perwakilan orang tua, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Pendekatan tersebut 

menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai subjek utama dalam proses 

identifikasi kebutuhan, penyusunan solusi, implementasi, hingga evaluasi program 

sehingga menghasilkan proses pendampingan yang partisipatif dan berorientasi pada 

penguatan tata kelola sekolah secara berkelanjutan. 
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Gambar 3. Tahapan pelaksanaan program pengabdian 

 

3.2 Hasil Analisis Kebutuhan Tata Kelola Sekolah 

Tahap awal difokuskan pada identifikasi kondisi eksisting tata kelola sekolah melalui 

observasi, telaah dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil identifikasi 

menunjukkan bahwa kebutuhan utama sekolah berada pada tiga aspek, yaitu penguatan 

tata kelola partisipatif, peningkatan kapasitas manajerial, dan pengembangan kemitraan 

sekolah dengan masyarakat. Analisis juga menunjukkan bahwa proses penyusunan 

program sekolah masih didominasi oleh manajemen internal sehingga partisipasi komite 

sekolah, orang tua, dan masyarakat belum berlangsung secara optimal. 

Tabel 1. Hasil Analisis Kebutuhan Mitra 

Aspek Temuan 

Tata kelola Mekanisme partisipatif belum berjalan sistematis 

Kapasitas 

manajerial 

Perencanaan strategis dan pengelolaan berbasis data perlu diperkuat 

Kemitraan Forum kolaborasi sekolah–komunitas belum terbentuk secara 

permanen 

Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa kebutuhan utama sekolah bukan hanya 

penyempurnaan dokumen administrasi, tetapi transformasi tata kelola menuju sistem 

yang lebih kolaboratif dan akuntabel. 

 

3.3 Penguatan Kapasitas melalui Workshop Tata Kelola Sekolah 

Workshop dilaksanakan secara interaktif dengan materi meliputi prinsip Good School 

Governance, kepemimpinan kolaboratif, perencanaan strategis berbasis data, 

pengambilan keputusan partisipatif, serta penguatan kemitraan sekolah dengan 

masyarakat. Seluruh materi disampaikan melalui kombinasi ceramah, diskusi kelompok, 

studi kasus, dan simulasi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman 

konseptual tetapi juga pengalaman praktik dalam menyusun solusi terhadap 

permasalahan sekolah. 

Pembelajaran partisipatif tersebut mendorong peserta untuk memahami bahwa tata 

kelola sekolah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, 

bukan hanya kepala sekolah atau guru. 
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3.4 Pendampingan Penyusunan Dokumen Tata Kelola 

Tahapan berikutnya berupa pendampingan penyusunan dokumen tata kelola sekolah 

yang dilakukan secara kolaboratif. Peserta dibagi ke dalam kelompok kerja sesuai bidang 

masing-masing untuk menyusun dan merevisi dokumen strategis sekolah. 

Dokumen yang dihasilkan meliputi: 

• Rencana Kerja Sekolah (RKS);  

• Program Kerja Tahunan;  

• SOP Tata Kelola Sekolah;  

• Mekanisme koordinasi sekolah–komite;  

• Sistem monitoring internal.  

Tabel 2. Luaran Pendampingan Dokumen 

Dokumen Kondisi Awal Hasil Pendampingan 

RKS Belum partisipatif Direvisi bersama stakeholder 

Program 

Tahunan 

Internal sekolah Disusun kolaboratif 

SOP Tata 

Kelola 

Belum tersedia Tersusun 

Sistem 

Monitoring 

Belum baku Dirancang 

Pendampingan memungkinkan setiap dokumen disusun berdasarkan kebutuhan riil 

sekolah serta mempertimbangkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan. 

 

3.5 Simulasi Participatory School Governance 

Sebagai bagian dari implementasi, dilakukan simulasi rapat pengambilan keputusan 

partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur sekolah dan masyarakat. Simulasi ini 

menggambarkan proses penyusunan prioritas program sekolah melalui mekanisme 

musyawarah, identifikasi kebutuhan, penetapan skala prioritas, serta penyusunan 

rencana tindak lanjut secara bersama. 

 
Gambar 4. Simulasi pengambilan keputusan partisipatif. 

Melalui simulasi tersebut peserta memperoleh pengalaman praktis mengenai mekanisme 

tata kelola sekolah yang lebih transparan, inklusif, dan akuntabel. 
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3.6 Monitoring dan Evaluasi Program 

Monitoring dilakukan selama proses pendampingan, sedangkan evaluasi dilaksanakan 

pada akhir kegiatan untuk menilai keterlaksanaan program dan kualitas luaran. 

Aspek evaluasi meliputi: 

• tingkat partisipasi peserta;  

• kualitas dokumen tata kelola;  

• implementasi hasil pendampingan;  

• kepuasan peserta;  

• rencana keberlanjutan program.  

Tabel 3. Indikator Evaluasi Program 

No. Aspek 

Evaluasi 

Indikator Instrumen Kriteria 

Keberhasilan 

1 Partisipasi 

peserta 

Kehadiran peserta 

selama seluruh 

rangkaian kegiatan 

Daftar hadir ≥ 80% peserta 

mengikuti seluruh 

kegiatan 

2 Peningkatan 

pemahaman 

Pemahaman 

peserta terhadap 

prinsip 

Participatory 

School Governance, 

tata kelola 

partisipatif, dan 

kepemimpinan 

kolaboratif 

Pretest–

posttest 

≥ 75% peserta 

mengalami 

peningkatan 

pemahaman 

3 Kualitas 

dokumen tata 

kelola 

Tersusunnya 

Rencana Kerja 

Sekolah (RKS) yang 

diperbarui secara 

partisipatif 

Rubrik 

penilaian 

dokumen 

Dokumen memenuhi 

komponen 

perencanaan 

partisipatif 

4 Penyusunan 

SOP 

Tersusunnya SOP 

tata kelola sekolah 

berbasis kolaborasi 

Rubrik 

penilaian 

dokumen 

SOP disahkan dan siap 

diimplementasikan 

5 Penguatan 

kemitraan 

Terbentuknya 

forum komunikasi 

antara sekolah, 

komite sekolah, 

orang tua, 

pemerintah desa, 

dan masyarakat 

Berita 

acara/Notulen 

FGD 

Forum komunikasi 

terbentuk dan 

memiliki agenda kerja 

6 Implementasi 

hasil 

pendampingan 

Penerapan 

mekanisme 

pengambilan 

keputusan secara 

partisipatif 

Lembar 

observasi 

Sekolah mulai 

menerapkan 

mekanisme kolaboratif 

dalam penyusunan 

program 
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7 Kepuasan 

peserta 

Tingkat kepuasan 

terhadap materi, 

fasilitator, metode, 

dan manfaat 

program 

Angket 

kepuasan 

≥ 80% peserta 

memberikan penilaian 

baik atau sangat baik 

8 Keberlanjutan 

program 

Komitmen sekolah 

untuk melanjutkan 

implementasi tata 

kelola partisipatif 

Wawancara 

kepala sekolah 

dan komite 

Tersusun rencana 

tindak lanjut (follow-

up plan) 

pascapendampingan 

 

 

Pembahasan 

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pendekatan Asset-Based Community 

Development (ABCD) yang dipadukan dengan Participatory School Governance 

(PSG) mampu menggeser paradigma pengelolaan sekolah dari yang semula berorientasi 

administratif menuju tata kelola yang lebih kolaboratif. Pendekatan ABCD mendorong 

sekolah mengenali dan mengoptimalkan aset internal maupun eksternal sebagai modal 

utama pengembangan, sedangkan PSG memberikan ruang bagi seluruh pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan sekolah. 

Keterlibatan kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan tokoh 

masyarakat selama proses pendampingan memperkuat koordinasi, membangun rasa 

memiliki (sense of ownership), serta meningkatkan komitmen bersama terhadap 

pelaksanaan program sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata 

kelola tidak cukup dilakukan melalui pelatihan administratif, tetapi memerlukan proses 

pendampingan yang berkesinambungan agar terjadi perubahan praktik organisasi. 

Luaran berupa penyusunan RKS partisipatif, SOP tata kelola, mekanisme koordinasi, dan 

sistem monitoring internal menunjukkan bahwa proses pendampingan menghasilkan 

perubahan tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada sistem pengelolaan 

sekolah. Temuan ini memperlihatkan bahwa tata kelola partisipatif dapat menjadi fondasi 

bagi peningkatan mutu layanan pendidikan melalui pengambilan keputusan yang lebih 

transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata sekolah. 

Selain itu, terbentuknya forum komunikasi antara sekolah, komite, orang tua, pemerintah 

desa, dan masyarakat menjadi indikator awal berkembangnya kemitraan yang lebih 

sistematis. Kemitraan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program sekolah 

karena mengurangi ketergantungan pada inisiatif individu dan memperluas dukungan 

sumber daya, baik dalam bentuk gagasan, pendampingan, maupun partisipasi 

masyarakat. 

Secara keseluruhan, implementasi model Participatory School Governance 

menunjukkan potensi sebagai model pendampingan manajemen pendidikan yang efektif 

untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekolah. Integrasi antara penguatan 

kapasitas, penyusunan dokumen tata kelola, simulasi pengambilan keputusan, dan 

evaluasi partisipatif membentuk suatu mekanisme pengelolaan yang lebih adaptif dan 

berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Model ini tidak hanya menghasilkan 

perubahan pada aspek administrasi, tetapi juga membangun budaya kolaborasi yang 

menjadi prasyarat terwujudnya sekolah yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. 
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Kesimpulan  

Program pengabdian melalui pendampingan manajemen pendidikan berbasis 

Participatory School Governance (PSG) yang dipadukan dengan pendekatan Asset-

Based Community Development (ABCD) berhasil memperkuat kapasitas tata kelola 

sekolah melalui pelibatan aktif kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, 

pemerintah desa, dan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan program. 

Pendampingan tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman mengenai prinsip 

tata kelola sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, tetapi juga menghasilkan 

luaran berupa penyempurnaan dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS), penyusunan SOP 

tata kelola sekolah berbasis kolaborasi, pengembangan mekanisme monitoring internal, 

serta terbentuknya forum komunikasi antara sekolah dan pemangku kepentingan. 

Implementasi model PSG mendorong perubahan paradigma pengelolaan sekolah dari 

yang semula berorientasi administratif menjadi lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis 

kebutuhan nyata sekolah. Dengan demikian, model pendampingan yang diterapkan 

berpotensi menjadi alternatif praktik baik (best practice) dalam penguatan tata kelola 

sekolah berbasis partisipasi komunitas untuk mendukung peningkatan mutu layanan 

pendidikan dan keberlanjutan program sekolah. Untuk menjamin keberlanjutan dampak, 

diperlukan komitmen sekolah dalam mengimplementasikan tata kelola partisipatif 

secara konsisten serta memperluas kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan 

masyarakat melalui evaluasi dan pendampingan berkelanjutan. 
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